WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7/ TAHUN 2007
TENTANG

PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

a.

1.

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-13/PB/2007 tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan
Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil serta
dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah Kota Kediri, maka dipandang perlu untuk memberikan uang
lembur dan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran Uang
Lembur dan Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor |1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I emharan Nac~e



i

Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tzhun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUT USKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN UANG
LEMBUR DAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Walikota ini yang dimaksud dengan :
Sesswai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
wossaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

sesok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
G-
%=z lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada
wastu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap
snuzn kerja perangkat daerah;
" amg lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah
kukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh;

makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah

mukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut;



Sur=t Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
®emgguna Anggaran yang memuat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
meiskukan kerja lembur dalm rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar rencana
=z biasa;

- Dwiar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri
%ol sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja;

' Dwar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri
S sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja
| Dufar  Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat dan
Smmdatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
#TK dan PPK yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil
secs hari-hari melaksanakan kerja lembur dalam satu bulan, jumlah uvang lembur dan
e makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai
| Wegen Sipil yang melakukan kerja lembur;

Swr= Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang
st diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
Ssampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
same ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan;
Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
Wserhitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang
Smsmuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran
gmds APBD.

BAB 11
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 2
wa Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk
mensngan dinas di luar jam kerja;
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pengguna
an/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu
Pegawai Negeri Sipil melakukan kerja lembur.
Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri Sipil
&iperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya
 kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 3
2= Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling
1 satu jam penuh dapat diberikan Uang Lembur.



Pada harn kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
Golongan | : Rp. 5.000,00/jam
Golongan I1 . Rp. 6.500,00/jam
Golongan 111 : Rp. 8.000,00/jam
Golongan IV : Rp. 9.500,00/jam
% Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja sebesar Rp. 200% dari besarnya Uang
Lembur.

jsxmu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14
“empat belas) jam dalam seminggu.
zmz lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran
" g Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur
‘e sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

Pasal 4
Segawai Negeri Sipil yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan sebesar
42 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua)
um berturut-turut dan diberikan paling banyak satu kali.
miam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya
sspat diberikan satu kali.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 5

#embayaran Uang Lembur didasarkan pada daftar hadir lembur Pegawai Negeri Sipil
g lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal
ulzn berikutnya.

‘L ausus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6
P#embayaran Uang Lembur dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada
“wkumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) satuan
w=mja berkenaan.
*embayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme
®embayaran Langsung.
#ermintaan pembayaran Uang Lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
ang lembur dapat dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran.



Pasal 7
wran Uang Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari
_ang Lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan sebagai berikut :
wai Negeri Sipil Golongan I1/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
wai Negeri Sipil Golongan I1I/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 8
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembur untuk penerbitan Surat
sz Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur dilengkapi dengan :

Jmfiar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;

Sumw Perintah Kerja Lembur;
Sasher Hadir Kerja;
St Hadir Lembur;
Swrm Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.
Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah sebagaimana tercantum
_ampiran Peraturan Walikota.

BAB LV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Wl e berlaku surut pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut
mmpesl 1 Januari 2007.

Pasal 10
W zlikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 162 Tahun
waran Uang Lembur dan Uang Makan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
m Seriaku pada tanggal diundangkan.

memgstahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
» Serita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2| - S - 2007
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